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SALINAN

 

 
 

 

 
 

 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR   74   TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMETAAN DAN PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN 

NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PADA 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan 
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah perlu 

adanya Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Program, 

Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Rencana Strategis 

Perangkat Daerah; 

b. bahwa Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

perencanaan, dan pembangunan daerah digunakan untuk 

mendukung Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,  perlu menetapkan 

Peraturan Bupati  tentang Pemetaan dan Pemutakhiran 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Program, Kegiatan, 

dan Sub Kegiatan pada Rencana Strategis Perangkat 

Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan  

Undang-Undang Darurat  Nomor 3 Tahun 1953  tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Negara  Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 4438); 

  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan  Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 6322); 

  13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
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tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323); 

  15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 

Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 112); 

  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 10); 

  17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang  Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka 

Menengah Daerah dan Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019  

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 

  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemutakhiran Klasififikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

  21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16); 

  22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 
2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan  

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3); 
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  23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 

2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14); 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

12); 

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan      : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMETAAN DAN 
PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN 

NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN 

PADA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. 
  

 

BAB I 

 KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai 

Selatan 

3. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah yang selanjutnya Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan 

pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai 
acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan 

daerah. 

4. Urusan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Urusan adalah kekuasaan 
pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah 

untuk melindungi, melayani memberdayakan, dan menyejahterakan 

masyarakat. 

5. Organisasi adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala 

daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

6. Sumber Pendanaan adalah pengelompokan dana bedasarkan penggunaan 

dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana. 
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7. Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah wilayah administrasi pemerintahan 

daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan 
nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain, dan kelurahan seluruh 

Indonesia. 

8. Pemerintah Daerah  adalah Kepala Daerah  sebagai unsur  penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan  pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

10. Rencana  Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut  Renstra 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat 

Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 

(satu)  tahun.  

 

BAB II 
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR 

 

Pasal 2 

 
(1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, 

dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan 

menggunakan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang digunakan pada 

tahapan: 

a. perencanaan pembangunan daerah; 

b. perencanaan anggaran daerah; 

c. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah; 

d. akutansi dan pelaporan keuangan daerah; 

e. pertanggungjawaban keuangan daerah; 

f. pengawasan keuangan daerah; dan 

g. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya. 
 

Pasal 3 

 
(1) Klasifikasi, Kodefikasi,  dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2), terdiri atas: 

a. Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan; 

b. Fungsi; 

c. Organisasi; 

d. Sumber Pendanaan; 

e. Wiayah Administrasi Pemerintahan; dan 

f. Rekening. 

(2) Klasifikasi, Kodefikasi,  dan Nomenklatur Urusan untuk bidang urusan, program, 

kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun 
berdasarkan Urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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(3) Klasifikasi, Kodefikasi,  dan Nomenklatur Fungsi  sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintahan di bidang 
tertentu yang selaras dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Klasifikasi, Kodefikasi,  dan Nomenklatur Organisasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c, disusun berdasarkan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(5) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun berdasarkan Sumber Pendanaan yang 
meliputi dana umum dan dana khusus sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(6) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur nama Wilayah Administrasi 
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun berdasarkan 

kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(7) Klasifikasi, Kodefikasi,  dan Nomenklatur rekening sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf f, disusun berdasarkan kode akun, kelompok, jenis, objek, rincian 

objek, dan sub rincian objek, meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan/ 

pendapatan laporan realisasi anggaran, dan beban. 

 

Pasal 4 

 
(1) Klasifikasi, Kodefikasi,  dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  

Peraturan Bupati ini. 

(2) Klasifikasi, Kodefikasi,  dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

merupakan acuan bagi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja 

 
Pasal 5 

 

Dalam penyusunan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan operasional 
tahun anggaran 2021, Pemerintah Daerah melakukan pemetaan program dan 

kegiatan menurut Klasifikasi, Kodefikasi,  dan Nomenklatur sesuai dengan Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III  
PEMETAAN DAN PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN 

NOMENKLATUR 
 

Pasal 6 

 
(1)  Pemerintah Daerah melakukan pemetaan dan pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi,  dan Nomenklatur berdasarkan: 

a. Perubahan kebijakan; dan/atau 

b. Peraturan perundang-undangan. 

(2)  Pemetaan dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan melakukan verifikasi dan validasi atas Klasifikasi, Kodefikasi,  
dan/atau  Nomenklatur. 
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Pasal 7 

 
(1)  Untuk melaksanakan   pemetaan dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah membentuk tim verifikasi pemetaan dan 
pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

 (2)  Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unit kerja terkait 
di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

 
 

BAB IV  

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 

 
 

 

 

Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal    8 Desember 2020 

 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
    

 

ttd. 
ACHMAD FIKRY 

 

Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal 8 Desember 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

             
 

ttd. 

MUHAMMAD NOOR 
 

 

 

 
 

 

  

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020          

NOMOR 74 
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